BUPATI OGAN ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 72/ TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 78 TAHUN 2018
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang :

KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

bahwa berpedoman pada Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis
Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019, ternyata
anggaran yang telah tersedia didalam APBD Kabupaten Ogan
I[lir Tahun Anggaran 2019 terdapat perbedaan dan perlu
dilakukan penyesuaian anggaran,

bahwa berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
ternyata anggaran yang telah tersedia didalam APBD
Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2019 terdapat
kekurangan dan perlu dilakukan penyesuaian anggaran,

bahwa berpedoman pada Peraturan Meneri Pariwisata Nomor
4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana
Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan,
ternyata anggaran yang telah tersedia didalam APBD
Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2019, perlu dilakukan
penyesuaian anggaran,

. bahwa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan
Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaam
Masyaraakat di Kelurahan, ternyata anggaran yang telah
tersedia didalam APBD Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran
2019, perlu dilakukan penyesuaian anggaran,

. bahwa berpedoman pada Keputusan Gubernur Sumatera

Selatan Nomor 748/KPTS/BPKAD/2018 tentang Bantuan
Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Dalam
Rangka Integrasi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial
(BPJS) kepada Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan,
ternyata anggarannya belum tersedia didalam APBD
Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2019 perlu dilakukan
penambahan anggaran.;




O

Mengingat

e. bahwa dalam hal penganggaran dana transfer ke daerah
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢ dan
huruf d yang penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk
teknis tahun berkenaan, berdasarkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan APBD TA 2019 point V tentang hal khusus
lainnya Halaman 91 angka 17 petikan menyebutkan bahwa
“Pemerintah Daerah wajib menganggarkan pendapatan yang
bersumber dari dana transfer ke daerah yang
penggunaannya sudah ditentukan dengan petunjuk teknis
sesuai peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah
melakukan penyesuaian atas penggunaan dana transfer
dimaksud dengan cara melakukan perubahan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dan diberitahukan
kepada pimpinan DPRD mendahului penetapan peraturan
daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2019
untuk selanjutnya ditampung dalam perubahan APBD TA
2019;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d dan huruf e, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan

Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu
Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);

4. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4400);

.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4421);



7.

10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5049);

. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pencabutan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5137);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416}
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4502);



15.

16.

17.

18

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4578);

.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi  Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6057);

Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk
Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2018
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
271)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);




26.

27.

28.

29.

31

32.

33.

34.

35.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah. (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 541).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 701).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018
tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan dan Pemberdayaam Masyarakat di Kelurahan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139)

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik
Dana Pelayanan Kepariwisataan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 255])

. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor

748 /KPTS/BPKAD/2018  tentang Bantuan  Keuangan
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Dalam Rangka
Integrasi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS)
kepada Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan.

. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan

Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah
Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007, Nomor 20 Seri E);

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016
Nomor 12);

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun
Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun
2018 Nomor 10);

Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Pergeseran Anggaran Belanja Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017 Nomor 30)

Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2018 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan
Ilir Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir
Tahun 2018 Nomor 78)

MEMUTUSKAN :

" Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 78 TAHUN 2018 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN ANGGARAN 2019.




Pasal 3

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci dalam lampiran II Peraturan
Bupati ini.

4. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan satu Pasal baru yaitu Pasal 4.A
yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4.A

Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 dikarenakan adanya
ketidak sesuaian dengan Petunjuk Teknis dan Pelaksanaan kegiatan pada
Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian
Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Kecamatan Tanjung Batu,
Kecamatan Payaraman, Kecamatan Indralaya, Kecamatan Indralaya Utara,
Kecamatan Tanjung Raja, Kecamatan Sungai Pinang, Kecamatan Muara
Kuang dan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal ¥ Jnl 2019

BUPATI OGAN ILIR,
dto

H. M. ILYAS PANJI ALAM
Diundangkan di Indralaya
pada tanggal ¢ Jwl 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto
HERMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2018 NOMOR %+
Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,

ARBHA MUMIR, SH, M. Si, CLA
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19631111 198503 1 007




